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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh interaksi 
partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran anggota 
dewan  dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), 2) pengaruh interaksi 
transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran 
anggota dewan  dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) 
 Penelitian ini dilakukan di Karesidenan Surakarta dengan menggunakan 
sampel sebanyak 140 responden. Metode sampel dengan metode judgment 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik uji instrumen 
meliputi uji validitas dan uji reliabilitas; uji asumsi klasik meliputi uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas; 
pengujian hipotesis meliputi regresi moderating, koefisien determinasi uji t dan uji 
F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengaruh pengetahuan anggaran 
anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah tidak dimoderasi oleh 
partisipasi masyarakat, 2) pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan 
terhadap pengawasan keuangan daerah tidak dimoderasi oleh transparansi 
kebijakan publik. 
 
Kata kunci : pengetahuan anggaran anggota dewan, partisipasi masyarakat, 
                    transparansi kebijakan publik, pengawasan keuangan daerah 
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This study aims to determine: 1) the effect of the interaction of public 
participation on the relationship between knowledge about the budget with the 
supervisory board of local finance (budget), 2) the effect of the interaction of 
public policy transparency on the relationship between knowledge about the 
budget with the supervisory board of local finance (budget) 
This research was conducted in Surakarta with a sample consisting of 140 
respondents. Sample method is judgment sampling method. Data analysis 
techniques used are testing techniques include instrument validity and reliability 
test; classical assumption test specimens including multicollinearity, 
heteroscedasticity test, autocorrelation test and the test of normality; testing 
hypotheses are moderating regression, coefficient of determination t test and F 
test. 
Results show that: 1) the influence of knowledge on financial oversight 
board unmoderated by the participation of local communities; 2) the influence of 
knowledge on the supervisory board is not moderated by the regional financial 
transparency of public policy. 
 
Keywords: knowledge council, public participation, transparency policy 














A. Latar Belakang 
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh 
tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan 
baik (Mardiasmo, 2001). Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum 
yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas 
pelayanan kepada masyarakat memburuk, berdampak pada Krisis ekonomi 
dan krisis kepercayaan serta mengarah pada reformasi. Salah satu bagian dari 
reformasi adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam 
menghadapi tuntutan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
Sebagai wakil rakyat menghasilkan beberapa ketetapan MPR Nomor 
XV/MPR/1997 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan 
pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah.  
Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan 
seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk 
mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan 
keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber 
lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting 
dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses 
politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. 
Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi 
yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam 
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terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (good public governance). 
Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer 
pemerintahan daerah. Seiring dengan PP No 105/2000 yang diganti menjadi 
PP No. 58/2005 mensyaratkan perlu diperlakukannya pertanggungjawaban 
(akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan 
realisasi anggaran) oleh kepala daerah.  
Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat 
membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. 
Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan 
dan otonomi daerah. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998 
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan 
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang 
otonomi daerah yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang direvisi 
menjadi UU No.33 Tahun 2004 menjadi tonggak awal dari otonomi daerah 
terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di 
daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki power. Dalam 
pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah 
sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sementara itu yang dimaksudkan dengan 
Pemerintah Daerah adalah hanya Kepala Daerah (Halim, 2004). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002), menyimpulkan bahwa 
pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan. Beberapa penelitian yang 
menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan dengan kinerjanya 
diantaranya dilakukan oleh Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutarnoto, 2002. 
Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas anggota Dewan yang 
diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian 
berpengaruh terhadap kinerja Dewan salah satunya adalah kinerja pada saat 
melakukan fungsi pengawasan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Sopanah 
(2003), membuktikan bahwa pengetahuan anggaran anggota dewan 
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan 
interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi 
masyarakat berpengaruh signfikan terhadap pengawasan keuangan daerah 
(APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah (APBD). Perbedaan penelitian Sopanah (2003) dengan 
penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian Sopanah (2003) dilakukan pada tahun 2003 sedangkan 
penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. 
2.  Penelitian Sopanah (2003) menggunakan sampel anggota dewan se 
Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota 
Batu, sedangkan penelitian ini menggunakan anggota Dewan di 
Karesidenan Surakarta karena anggota dewan di Karesidenan Surakarta 
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berasal dari berbagai partai politik dan umumnya merupakan anggota 
dewan baru. 
3. Penelitian Sopanah (2003) menggunakan anggota Dewan sebanyak 115 
anggota Dewan, sedangkan penelitian ini menggunakan anggota dewan 
sebanyak 140 anggota yang berasal dari 7 kabupaten/kota di Karesidenan 
Surakarta dengan pertimbangan bahwa minimal 20 anggota dewan aktif 
hadir di gedung dewan.  
4. Penelitian Sopanah (2003) masih menggunakan fraksi TNI/POLRI 
sedangkan penelitian ini seluruhnya dari partai politik.   
B. Perumusan Masalah 
Secara umum lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi 
legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran 
(fungsi untuk menyusun anggaran)  dan fungsi pengawasan (fungsi untuk 
mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini fungsi anggota dewan 
yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran. Permasalahannya 
adalah masih sedikitnya riset yang melihat transparansi kebijakan publik 
dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) di Karesidenan Surakarta. 
  
Untuk menyelesaikan permasalahan di atas maka dirumuskan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut:  
1 Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap 
hubungan antara pengetahuan anggaran anggota Dewan dengan 
pengawasan keuangan daerah (APBD) ? 
 17 
2 Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan 
terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran anggota Dewan  dengan 
pengawasan keuangan daerah (APBD) ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah untuk menguji:  
1. Pengaruh interaksi partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara 
pengetahuan anggaran anggota Dewan dengan pengawasan keuangan 
daerah (APBD). 
2. Pengaruh interaksi transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara 
pengetahuan anggaran anggota Dewan dengan pengawasan keuangan 
daerah (APBD).  
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi 
masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya akan 
meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam 




TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
A. Landasan Teori  
1. Pengertian Keuangan Daerah  
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Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara 
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelengaraan 
pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan negara adalah 
semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan 
dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang 
(Isma, 2000).  
Pengertian keuangan daerah berdasarkan pada pengertian keuangan 
negara tersebut di atas, pada dasarnya sama di mana “negara” 
dianologikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan 
daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai 
dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat 
menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak 
kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah 
(Ichsan et al., 1997). 
Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang 
Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua 
hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik 
Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Pengetian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) 
6 
 19 
adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan 
perwakilan rakyat daerah.  
2. Anggaran Sektor Publik 
Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, 
biasanya dalam unit moneter (Halim et al., 2000), sementara Mardiasmo 
(2002) memberikan definisi angaran, adalah pernyataan mengenai estimasi 
kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 
dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran atau proses 
penyusunan anggaran adalah peroses pengoperasioanal rencana dalam 
bentuk pengkuatifikasian, biasanya dalam bentuk unit moneter, untuk 
kurun waktu tertentu (Halim et al., 2000).  
Menurut Anthony dan Govindarajan (2003), proses penyusunan 
anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu sebagai berikut:  
a. Menyelaraskan dengan rencana strategik. 
b. Untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam 
organisasi.  
c. Untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, 
guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk 
memberitahukan hasil yang mereka capai.  
d. Untuk mencapai kerjasama.  
Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan 
yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga 
proses penganggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan 
 20 
sebagai proses politik bukan hanya proses ekonomi. Hal ini sangat berbeda 
dengan penganggaran pada perusahaan swasta yang relatif kecil bahkan 
mungkin tidak mengandung aspek politis. Pada sektor swasta, anggaran 
merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, 
namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan 
kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan . Anggaran 
sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana 
publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang 
publik (Mardiasmo, 2002). 
Penyusunan anggaran di dalam institusi publik berkaitan dengan 
proses penentuan alokasi jumlah dana untuk tiap-tiap program dan 
aktivitas pemerintah dalam satuan moneter. Proses penganggaran 
organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan 
perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan 
implementasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang 
telah dibuat dan ditetapkan. Proses penyusunan anggaran menjadi sangat 
penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada 
kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan atau strategi yang sudah 
disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk 
memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Aspek-
aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: aspek 
perencanaan, aspek pengendalian; dan aspek akuntabilitas publik.  
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Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika 
diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body) yang bertugas 
mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Anggaran 
publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk 
rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam 
bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen 
yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang 
meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran 
berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang 
akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang 
hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo, 
2002). 
Menurut Mardiasmo (2002) dalam arti luas anggaran daerah atau 
anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: (1) 
instrumen politik, (2) intrumen kebijakan fiskal, (3) instrumen 
perencanaan, dan (5) instrumen pengendalian, sedangkan anggaran sektor 
publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat 
perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat 
politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) 
alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik. 
Menurut Mardiasmo (2002) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 
penyusunan anggaran sektor Publik adalah sebagai berikut:  
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a. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran  
Pada tahap persiapan dan penyusunan anggatan dilakukan 
taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. 
Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah 
sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu 
dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat, selain itu harus 
disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran 
pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan 
keputusan tentang anggaran pengeluaran. 
Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian 
adalah terdapatya faktor “uncertainty”' (tingkat ketidakpastian) yang 
cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus 
memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. 
Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem 
anggaran yang digunakan. 
b. Tahap Ratifikasi Anggaran  
Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini 
merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan 
cukup berat. Pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya 
memiliki "managerial skill” namun juga harus mempunyai “political 
skill," "salesmanship," dan "coalition building" yang memadai. 
Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting 
dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan 
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eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan 
memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-
pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. 
c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Impleméntation)  
Setelah anggaran disetujui oleh legislaiif, tahap berikutnya 
adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang 
harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya 
sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. 
Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk 
menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk 
perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan 
bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode 
berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga 
mendukung pengendalian anggaran. 
d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran  
Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan 
evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi 
anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap 
pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada 
tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem 
pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan 
evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah. 
3. Penyusunan APBD 
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Penyusunan APBD yang mencerminkan akuntabilitas harus 
dilakukan atas dasar  anggaran yang berbasis kinerja, setiap dana yang 
dirancang untuk kegiatan pembangunan daerah dapat diukur dan dinilai 
tingkat keberhasilannya melalui instrumen dan indikator yang jelas. 
Sistem anggaran kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang 
berorientasi pada pengendalian anggaran dan efisiensi pelaksanaan setiap 
kegiatan. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas 
pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.  
Berikut beberapa peraturan perundang – undangan yang terkait 
dengan penyusunan APBD berbasis anggaran kinerja adalah PP No. 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang diikuti dengan 
diterbitkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah terjadi desentralisasi dari tangan kepala daerah kepada 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD), kepala satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD), dan sekretaris daerah. 
a. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 
Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-
masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam 
format rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul 
dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta 
korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) 
dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat 
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dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan 
anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap 
penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil 
proses dan penggunaan sumberdaya.  
b. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 
Tahun 2007 
Dalam penyusunan APBD,  pemerintah daerah menyusun RKPD 
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan penjabaran dari 
RP3MD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun mengacu kepada Rencana kerja Pemerintah. 
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja terukur dan 
pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. Kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi capaian 
standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 
pengawasan. Kepala daerah menyusun rancangan KUA (Kebijakan 
Umum APBD) dan rancangan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang 
ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan 
APBD memuat antara lain: (1) pokok-pokok kebijakan yang memuat 
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sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; (2) 
prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 
(3) teknis penyusunan APBD; dan (4) hal-hal khusus lainnya. 
Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi 
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan 
pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Rancangan PPAS 
disusun dengan tahapan sebagai berikut: (1) menentukan skala 
prioritas pembangunan daerah; (2) menentukan prioritas program 
untuk masing-masing urusan; dan (3) menyusun plafon anggaran 
sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Setelah rancangan 
KUA dan PPAS disepakati kemudian masing-masing dituangkan 
dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Berdasarkan 
nota kesepakatan tersebut dibuat surat edaran kepala daerah sebagai 
acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang 
telah disusun oleh kepala SKPD harus memenuhi kriteria sebagai 
berikut: (1) Harus sesuai dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada 
RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu; (2) kesesuaian 
rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan 
harga; (3) kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi 
capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan 
standar pelayanan minimal; (4) sinkronisasi program dan kegiatan 
antar RKA-SKPD. 
4. Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan 
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Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan 
posisi anggota dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining 
position dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Kapabilitas dan 
kemampuan anggota dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah 
selain kepiawaian anggota dewan dalam berpolitik mewakili konstituen 
dan kepentingan kelompok dan partainya (Mardiasmo, 2002). 
Sopanah (2003) menyatakan bahwa DPRD akan mampu 
menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan 
kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara 
proporsional jika setiap anggota dewan mempunyai pengetahuan yang 
cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, 
kebijakan publik dan lain sebagainya.Pengetahuan yang dibutuhkan dalam 
melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah 
pengetahuan tentang anggaran sehingga dengan mengetahui anggaran 
diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan 
kebocoran anggaran.    
 
 
5. Pengawasan Keuangan Daerah  
Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 
tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah 
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adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah 
daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”, Sehingga berdasarkan ruang lingkupnya 
Fatchurrochman (2002) pengawasan keuangan negara dapat dibedakan 
menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan 
diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja 
(Mardiasmo,2001). Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan 
dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, 
pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.  
Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan 
yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. 
Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang 
Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) 
menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses 
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan 
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dapat berupa 
pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan 
represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara 
mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan 
dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. 
Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara 
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mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif 
dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan 
represif dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap 
pelaksanaan di tempat (inspeksi).  
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap 
pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada 
setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). 
Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dimulai pada saat proses 
penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan 
pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan 
adanya pengawasan APBD adalah untuk: (1) menjaga agar anggaran yang 
disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD 
sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar 
pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 
6. Partisipasi Masyarakat 
Alim (2003: 319) menyatakan prinsip penyusunan anggaran 
partisipatif pada dasarnya mengijinkan manajer tingkat bawah 
mempertimbangkan pembentukan anggaran. Penyusunan anggaran 
partisipatif merupakan anggaran bottom – up seorang manajer tingkat 
bawah secara penuh memiliki tanggungjawab untuk memenuhi target yang 
telah ditentukan dalam anggaran yang disusun.  
Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut 
adanya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk 
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menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat diperlukan partisipasi 
kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan anggaran (Isma, 
2007). 
Hansen dan Mowen (1996) menyatakan bahwa munculnya rasa 
tanggungjawab pada manajer level lebih rendah dapat memperkuat 
kreativitas. Manajer tingkat bawah diberi kesempatan menyusun anggaran 
tujuan anggaran akan dapat menjadi tujuan personal dan mencapai tujuan 
organisasi secara keseluruhan.  
Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak 
eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan 
anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari SKPD 
yang disampaikan kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah, dan 
setelah itu bersama-sama DPR menetapkan anggaran yang dibuat sesuai 
dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Proses penganggaran daerah 
dengan pendekatan kinerja dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006  
memuat Kepala SKPD menyusun Rencana kerja dan anggaran SKPD 
(RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. 
Rencana kerja dan anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk 
tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana 
kerja dan anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk 
dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini 
disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 
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7. Transparansi Kebijakan Publik 
Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah 
selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk 
terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan 
pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan 
dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada 
masyarakat luas, termasuk Informasi Keuangan Daerah. Dengan kemajuan 
tekhnologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya 
secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk 
mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan 
akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, 
transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. 
Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang 
sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan 
dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan 
kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi 
Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu 
mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 
membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang 
memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan 
menyederhanakan akses antar unit kerja (UU No.56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah). Sistem Informasi Keuangan Daerah 
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tersebut dimaksudkan sebagai serangakaian proses dan prosedur yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan 
anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.  
Mengacu pada apa yang di sampaikan dalam UU No. 56 Tahun 2005 
tersebut, tampak bahwa transparansi kebijakan khususnya kebijakan dalam 
penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel 
yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, 
dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. 
8. Pengawasan Keuangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Pengawasan terhadap pelaksaanaan perlu dilakukan, hal ini untuk 
memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan serta berjalan efisien, efektif dan 
ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses kegiatan 
yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah 
sesuai dengan rencanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
(Keppres No. 74 Tahun 2001).  
Selain itu untuk mendukung akuntabilitas pemerintah daerah di 
samping diperlukan pengawasan yang bersifat internal juga diperlukan 
pengawasasan yang bersifat eksternal yang baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan secara internal selama ini 
dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, sedangkan pengawasan 
eksternal dilakukan oleh BPK, BPKP, serta DPR dan DPRD; sehingga 
akan diperoleh suatu laporan pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh 
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berdasarkan prosedur chek and balances. Dalam penelitian ini, proses 
pengawasan akan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh 
DPRD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, DPRD memiliki 
bagian khusus yang disebut Panitia Anggaran.  
Pengawasan yang dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat 
langsung maupun tidak langsung serta preventif an represif. Pengawasan 
yang bersifat langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, 
meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan minta 
secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan 
pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan 
yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalu pre 
audit sebelum pekerjaan dimulai, sedangkan pengawasan represif 
dilakukan melaui post audit melalui pemeriksaan di tempat (Sopanah dan 
Mardiasmo, 2003). 
B. Kerangka Pemikiran 
Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang 
telah disusun dapat berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis. 
Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa 
pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 
menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Pengawasan dilakukan oleh anggota dewan dapat berupa pengawasan 
secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan 
langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, 
memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara 
langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak 
langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari 
pelaksanaan. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum 
pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi). Pengawasan merupakan 
tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. 
Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja 
(Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dimulai 
pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, 
dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan 
adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang 
disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai 
dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan 
APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.  
Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi 
anggota dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam 
memproduk sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan anggota dewan yang 
harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam 
menyusun dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian anggota 
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Gambar II.1. Kerangka Pemikiran 
C. Hipotesis Penelitian  
1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap 
hubungan antara pengetahuan Anggaran Anggota Dewan dengan 
pengawasan keuangan daerah  
Dobell dan Ulrich (2002) menyatakan bahwa ada tiga peran 
penting parlemen dalam proses anggaran, yakni mewakili kepentingan-
kepentingan masyarakat (representating citizen interests), memberdayakan 
pemerintah (empowering the government), dan mengawasi kinerja 
pemerintah (scrutinizing the government's performance). Dalam literatur 
keuangan dikenal teori keagenan yang menjelaskan hubungan antar dua 
pihak yaitu pihak pemilik (prinsipal) dengan pihak pengelola (agen). Salah 
satu hipotesis dalam teori keagenan adalah manajemen mencoba 










agen yang muncul dari monitoring dan contracting (Wolk dan Dood, 
2000). Untuk memonitor apa yang dilakukan oleh manajemen maka 
pemilik mengharuskan manajemen membuat laporan keuangan yang 
melaporkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Kalau dianalogikan 
pada organisasi pemerintah daerah dan DPRD dalam hal manajemen 
laporan keuangan yang berbasis kinerja pada hakekatnya adalah sama. 
LeLoup et al., (1986) menyatakan penganggaran merupakan suatu proses 
politik yang melibatkan banyak pihak. Dalam perspektif keagenan, Pemda 
atau eksekutif adalah merupakan agen, dan DPRD atau legislatif adalah 
prinsipal.  
Anggaran sektor publik yang terbatas menuntut aparat pemerintah 
daerah khususnya anggota Dewan untuk mempunyai pengetahuan yang 
memadai untuk berinovasi dalam meningkatkan pelayanan, apabila 
masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan tentu saja akan 
meningkatkan citra positif untuk anggota Dewan. Untuk itu peran 
pengawasan anggota Dewan yang maksimal menjadi prioritas utama dalam 
mencapai citra anggota Dewan semakin baik di mata masyarakat.  
Adanya perubahan pradigma anggaran di era reformasi menuntut 
adanya partisipasi masyarakat atau publik dalam keseluruhan siklus anggaran. 
Untuk menciptakan akuntanbilitas kepada publik diperlukan partisipasi 
instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran 
(Rubin, 1996). Achmadi et al., (2002) menyebutkan bahwa partisipasi 
merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam 
partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang 
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dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak 
legislatif.  Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan 
dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan 
demikian, keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut diharapkan akan 
dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan tentang 
anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.  
Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan 
partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan 
pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Jadi, selain pengetahuan tentang 
anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh anggota 
Dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi 
pengawasan. Sehingga dapat hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 
H1:  Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap 
hubungan antara pengetahuan anggaran anggota dewan   
dengan pengawasan keuangan daerah.  
2. Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan 
terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran anggota Dewan  
dengan pengawasan keuangan daerah 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi 
memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak 
masyarakat terhadap akses informasi. Transparasi merupakan salah satu 
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prinsip good governance. Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, 
kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas 
organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1) 
adanya sistem pelaporan keuangan; 2) adanya sistem pengukuran kinerja; 
3) dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) berfungsinya saluran 
akuntabilitas publik (channel of accountability). 
Mardiasmo, 2003, menyebutkan Anggaran yang disusun oleh 
pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria 
berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) tersedia 
dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) tersedia laporan 
pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) terakomodasinya suara/usulan 
rakyat, 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya 
semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBN 
maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat 
karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik 
tersebut. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  
H2 : Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan 
terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran anggota 







A. Populasi, Sampel  dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Karesidenan Surakarta periode 2009. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 140 responden. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik judgment sampling yaitu pengambilan sampel 
berdasarkan pertimbangan tertentu (Sekaran, 2000).  Adapun pertimbangan 
dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
aktif datang ke gedung Dewan untuk mengikuti setiap tugas menjadi wakil 
rakyat dan masing-masing Kabupaten atau kota diwakili oleh 20 anggota 
Dewan sehingga apabila ada 7 kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta maka 
sampel yang digunakan berjumlah 140 responden. 
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
1. Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan 
Pengetahuan anggaran anggota Dewan  adalah kemampuan anggota 
anggota dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi 
serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran. 
Variabel ini mengacu pada penelitian Sopanah (2003). 
2. Partisipasi masyarakat 
Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang 
keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang 
dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan 
strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat 
27 
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dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan 
pembangunan. Variabel ini mengacu pada penelitian Sopanah (2003). 
3. Transparansi Kebijakan Publik 
Transparansi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang 
adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh 
masyarakat. Variabel ini mengacu pada penelitian Sopanah (2003). 
4. Pengawasan Keuangan Daerah  
Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap 
keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan 
pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
anggaran (APBD). Variabel ini mengacu pada penelitian Sopanah (2003). 
C. Instrumen Penelitian 
1. Pengukuran Variabel 
Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert yaitu 
mengukur sikap responden dengan memilih jawaban salah satu dari sangat 
sesuai sampai dengan sangat tidak sesuai terhadap pertanyaan yang 
diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Sesuai), 4 (S=Sesuai), 3 (RR=Ragu-




2. Uji Reliabilitas dan Validitas 
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Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 
merupakan indikator dari variabel. Uji Validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner (Ghozali, 2002).   
D. Teknik Analisis 
Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan multiple regression, 
berdasarkan uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (F test), uji 
siginfikansi parameter individual (t statistik) dan R square. Model persamaan 
regresi dalam penelitian ini adalah :  
PKD = a + b1PD + b2PM + b3TKP + b4PDPM + b5PDTKP + e  
Keterangan :  
PKD : Pengawasan keuangan daerah,  
a : Konstanta,  
b1… b6 : Koefisien regresi,  
PD : Pengetahuan anggaran anggota dewan,  
PM : Partisipasi masyarakat,  
TKP : Transparansi kebijakan publik,  
PDPM : Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dan 
partisipasi masyarakat,  
PDTKP : Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dan 
transparansi kebijakan publik, dan   




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Karakteristik Responden 
Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Karesidenan Surakarta sebagai 
pengawasan keuangan daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 140 anggota dewan. Data responden yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi data sebagai berikut: umur, jenis kelamin, pendidikan 
terakhir dan pendapatan per bulan, setelah kemudian dibagikan kepada 
responden sebanyak 140 eksemplar, semua kuesioner kembali, tidak ada yang 
hilang atau rusak. 
1. Identitas Responden Berdasarkan Usia 
Tabel IV.1  
Identitas Responden Berdasarkan Usia 
 
Umur  Frekuensi  Persentase 
20 – 29 tahun  4 2,86% 
30 – 39 tahun 48 34,29% 
40 – 49 tahun 63 45% 
³ 50 tahun 25 17,85% 
Total 140 100 
 Sumber : data primer diolah 
Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 
banyak menjadi sampel dalam penelitian ini berusia 40 – 49 tahun 
sebanyak 63 responden (45%) dan yang paling sedikit berusia 20 – 29 
tahun sebanyak 4 responden (2,86%). 
 
2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
30 
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Tabel IV.2  
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase 
Pria 114 81,43% 
Wanita 26 18,57% 
Total 140 100 
            Sumber : data primer diolah 
Tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 
banyak menjadi sampel dalam penelitian ini berjenis kelamin pria 
sebanyak 114 responden (81,43%) dan yang paling sedikit berjenis 
kelamin wanita sebanyak 26 responden (18,57%). 
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Tabel IV.3  
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 
Pendidikan  Frekuensi  Persentase 
SMA 41 29,29% 
S1 66 47,14% 
S2 33 23,57% 
Total 140 100 
 Sumber : data primer diolah 
Tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa responden yang paling 
banyak menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan 
S1 sebanyak 66 responden (47,14%) dan paling sedikit memiliki tingkat 




4. Identitas Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 
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Tabel IV.4  
Identitas Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan  
 
Pendapatan Per Bulan Frekuensi  Persentase 
Kurang dari Rp. 5 juta - - 
Rp. 5 juta – Rp. 10 juta  - - 
Lebih dari Rp. > 10 juta 140 100% 
Total 140 100 
 Sumber : data primer diolah 
Tabel IV.4 di atas menunjukkan bahwa responden seluruhnya 
memiliki pendapatan per bulan lebih dari 10 juta rupiah. 
B. Validitas Dan Reliabilitas  
1. Validitas 
Uji validitas dalam hal ini bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan 
(kesahian) instrumen dalam mengukur variabel pengetahuan anggaran 
anggota dewan, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan 
pengawasan keuangan daerah. Keputusan mengenai butir item yang 
dinyatakan valid dengan membandingkan nilai signifikansi dengan α = 
0,05, jika nilai signifikansi < α = 0,05 maka instrumen item pertanyaan 
dinyatakan valid, tetapi jika nilai signifikansi > α = 0,05 maka instrumen 
item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas dapat dilihat 






 Hasil Validitas Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan  
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Item Pertanyaan  Signifikansi Nilai α Status 
X1_1 0,000 0,05 Valid 
X1_2 0,000 0,05 Valid 
X1_3 0,000 0,05 Valid 
X1_4 0,000 0,05 Valid 
        Sumber : data hasil olahan SPSS 
Tes validitas pada angket pengetahuan anggaran anggota dewan 
menunjukan bahwa semua item pertanyaan yang berkaitan dengan 
pengetahuan anggaran anggota dewan berada dalam status valid. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai   signifikansi < α = 0,05, selanjutnya item 
pertanyaan yang valid dapat digunakan untuk menguji hipotesis.  
Tabel IV.6  
Hasil Validitas Partisipasi Masyarakat  
 
Item Pertanyaan  Signifikansi Nilai α Status 
X2_1 0,000 0,05 Status 
X2_2 0,000 0,05 Valid 
X2_3 0,000 0,05 Valid 
X2_4 0,000 0,05 Valid 
X2_5 0,000 0,05 Valid 
        Sumber : data hasil olahan SPSS 
Tes validitas pada angket partisipasi masyarakat menunjukan 
bahwa semua item pertanyaan yang berkaitan dengan partisipasi 
masyarakat berada dalam status valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
signifikansi < α = 0,05, selanjutnya item pertanyaan yang valid dapat 






Tabel IV.7  
Hasil Validitas Transparansi Kebijakan Publik 
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Item Pertanyaan  Signifikansi Nilai α Status 
X3_1 0,000 0,05 Valid 
X3_2 0,000 0,05 Valid 
X3_3 0,000 0,05 Valid 
X3_4 0,000 0,05 Valid 
X3_5 0,000 0,05 Valid 
       Sumber : data hasil olahan SPSS 
Tes validitas pada angket transparansi kebijakan publik 
menunjukan bahwa semua item pertanyaan yang berkaitan dengan 
partisipasi masyarakat berada dalam status valid. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai signifikansi < α = 0,05, selanjutnya item pertanyaan yang 
valid dapat digunakan untuk menguji hipotesis. 
Tabel IV.8  
Hasil Validitas Pengawasan Keuangan Daerah 
 
Item Pertanyaan nomor Signifikansi Nilai α Status 
Y_1 0,000 0,05 Valid 
Y_2 0,000 0,05 Valid 
Y_3 0,000 0,05 Valid 
Y_4 0,000 0,05 Valid 
       Sumber : data hasil olahan SPSS 
Tes validitas pada angket pengawasan keuangan daerah 
menunjukan bahwa semua item pertanyaan yang berkaitan dengan 
pengawasan keuangan daerah berada dalam status valid. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai signifikansi < α = 0,05, selanjutnya item pertanyaan 






Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat apakah hasil suatu 
pengukuran dapat dipercaya. Teknik yang digunakan peneliti dalam uji 
reliabilitas penelitian ini adalah Cronbach’s alpha dengan bantuan 
program komputer SPSS 10 for Windows. Berikut ini adalah hasil uji 





Kriteria  Status 
Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan 0,7562 0,600 Reliabel 
Partisipasi Masyarakat 0,8172 0,600 Reliabel 
Transparansi Kebijakan Publik 0,6147 0,600 Reliabel 
Pengawasan Keuangan Daerah 0,7768 0,600 Reliabel 
  Keterangan : data primer diolah 
Hasil pengujian reliabilitas variabel pengetahuan anggaran anggota 
dewan, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan 
pengawasan keuangan daearh menunjukkan bahwa koefisien (r) alpha 
hitung masing-masing variabel lebih besar dibandingkan dengan (r) alpha 
kritis (role of tumb) yaitu masing-masing sebesar 0,7562;  0,8172; 0,6147 
dan 0,7768 lebih besar 0,600 sehingga dapat dikatakan bahwa butir-butir 
pertanyaan variabel pengetahuan anggaran anggota dewan, partisipasi 
masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan 
daerah dalam keadaan reliabel. 
 
C. Uji Asumsi Klasik 
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Uji Asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 
data-data variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi 
persyaratan model regresi linier yang meliputi data dalam kondisi normal, 
tidak terjadi gangguan multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-
smirnov dengan cara membandingkan nilai probabilitas (p-value) yang 
diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. 
Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah: (Ghozali, 
2004). 
a. Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing variabel independen 
lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. 
b. Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing variabel independen 
lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 
Hasil uji normalitas selengkapnya dalam penelitian ini dapat dilihat 









Hasil Uji Normalitas 
 
























Sumber: data hasil olahan SPSS 
 
Tabel IV.10 terlihat bahwa Asymp. Sig (2-tailed) atau nilai 
probabilitas memiliki nilai sebesar 0,328 > 0,05 dan hal ini menunjukkan 
bahwa residual terdistribusi secara normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Suatu model dikatakan bebas adanya multikolinieritas jika antar 
variabel x (independen) tidak boleh saling berkorelasi. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai VIF (varian inflation factor) yang tidak melebihi 10 dan 
mempunyai nilai tolerance berada disekitar angka 1. Pada tabel dibawah 
ini menunjukkan bahwa nilai VIF umumnya tidak melebihi 10 dan 
mempunyai angka tolerance berada di sekitar angka 1, sehingga model 
regresi dapat dikatakan bebas multikolinieritas. Adapun rangkuman uji 








Tabel IV.11 Uji Multikolinieritas 
 
Collinierity Statistics Variabel 
Tolerance VIF 
Pengetahuan anggaran anggota 
dewan 
0,895 1,117 
Partisipasi masyarakat 0,824 1,214 
Transparansi kebijakan publik 0,898 1,114 
           Sumber: data hasil olahan SPSS 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Deteksi ada tidaknya gejala tersebut dapat dilakukan dengan melihat 
ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Dasar pengambilan 
keputusan dalam analisis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 
maka sudah menunjukkan telah terjadinya gejala heteroskedastisitas. 
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 








Secara detail, hasil uji heteroskedastisitas ini ditunjukkan dalam 





















Gambar IV.1. Grafik Scatterplot 
 Berdasarkan gambar IV.1. di atas, memperlihatkan tidak ada pola 
yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubugan yang terjadi 
diantara variabel-variabel yang diteliti. Untuk mengetahui hal ini akan 
digunakan angka Durbin Watson dalam tabel derajat kebebasan dan 
tingkat signifikansi tertentu. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 




Hasil Uji Autokorelasi 
Model R R Square Adjusted R Std. Error of Durbin - 
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Square the Estimate Watson 
1 .319a .102 .082 1.77684 2.064 
         Sumber: data hasil olahan SPSS 
Model regresi terjadi masalah autokorelasi atau tidak dilihat pada 
ketentuan berikut ini (Gujarati, 2002). 
a. Nilai DW < dL maka ada autokorelasi. 
b. Nilai DW terletak antara dL ≤ dw ≤ dU maka tidak ada kesimpulan. 
c. Nilai DW terletak antara dU < dw < 4 – dU maka tidak ada autokorelasi. 
d. Nilai DW terletak antara 4 – dU ≤ dw ≤ 4 – dL maka tidak dapat 
mengambil keputusan apapun. 
e. Nilai DW > 4 – dL maka ada autokorelasi. 
Dari tabel IV.12 dapat dilihat nilai Durbin – Watson sebesar 2,064 
akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat 
kepercayaan 5%, jumlah sampel 140 dan jumlah variabel bebas 3, maka di 
tabel Durbin-Watson akan didapat nilai dL 1,61 dan dU 1,74. Nilai DW 
2,064 terletak di antara dU dan 4-dU atau 1,61 < 2,064 < 2,26 maka 
diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada 
model regresi. 
 
D. Analisis Data 
1. Model Regresi dengan Moderasi 
Analisis regresi moderating adalah mengetahui variabel 
pemoderasi partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik 
dalam memperkuat pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan 
 53 
terhadap pengawasan keuangan daerah. Dari hasil pengolahan data 
menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel IV. 13 
Rekapitulasi Hasil Regresi Moderating 











Konstanta 22.752 24,170  0,941 0,348 
Pengetahuan anggaran anggota dewan  -0,693 1,455 -0,664 -0,476 0,635 
Partisipasi masyarakat (PM) -0,490 0,624 -0,842 -0,786 0,433 
Transparansi kebijakan publik (TKP) 0,164 1,120 0,182 0,147 0,884 
PDPM 0,038 0,038 1,502 1,008 0,315 
PDTKP -0,003 0,067 -0,076 -0,040 0,968 
F Ratio                    :  3,274 
Sig. F                       : 0,008* 
R Square                  : 0,109 
Adjusted R Square   : 0,076 
 Sumber: data hasil olahan SPSS 
Keterangan: * = signifikan pada tingkat kesalahan (α) = 1% 
Dari Tabel IV. 13 dapat dibuat persamaan regresi bertingkat 
(hirarki) yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Y = 22,752 - 0,693PD – 0,490PM + 0,164TKP + 0,038PDPM - 0,003PDTKP 
 
                        Dari persamaan regresi  hirarki tersebut tampak bahwa :  
 
a. Nilai koefisien regresi variabel interaksi pengetahuan anggaran 
anggota dewan dengan partisipasi masyarakat sebesar 0,038 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,315 > 0,05 sehingga variabel interaksi 
pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah. 
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b. Nilai koefisien regresi variabel interaksi pengetahuan anggaran 
anggota dewan dengan transparansi kebijakan publik sebesar -0,003 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,968 > 0,05 sehingga variabel 
interaksi pengetahuan anggaran anggota dewan dengan transparansi 
kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah. 
Berdasarkan analisis di atas dapat dinyatakan bahwa interaksi pengetahuan 
anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat dan transparansi 
kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah sehingga partisipasi masyarakat dan transparansi 
kebijakan publik tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh 
variabel pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan 
keuangan daerah.  Hasil analisis ini tidak mendukung hipotesis 1 dan 2. 
2. Model Regresi dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi 
Kebijakan Publik Sebagai Variabel Independen 
Analisis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 
pengetahuan anggaran anggota dewan, partisipasi masyarakat dan 
transparansi kebijakan publik secara parsial dan simultan terhadap 
pengawasan keuangan daerah. Dari hasil pengolahan data menggunakan 
program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : 
 
Tabel IV. 14 
Rekapitulasi Hasil Regresi Linier Berganda  












Konstanta 10,736 1,940  5,532 0,000 
Pengetahuan anggaran anggota dewan  0,043 0,090 0,041 0,477 0,634 
Partisipasi masyarakat (PM) 0,135 0,052 0,232 2,594 0,011* 
Transparansi kebijakan publik (TKP) 0,123 0,077 0,136 1,590 0,114 
F test                        : 5,148 
Sig. F                       : 0,000* 
R Square                  : 0,102                                
Adjusted R Square  :  0,082 
Sumber: data hasil olahan SPSS 
Persamaan regresi yang diperoleh adalah:  
Y = 10,736 + 0,043PD + 0,135PM + 0,123TKP 
a. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan anggaran anggota dewan 
sebesar 0,043 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,634 > 0,05 
sehingga variabel pengetahuan anggaran anggota dewan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 
b. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,135 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 sehingga variabel 
partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif secara 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 
c. Nilai koefisien regresi variabel transparansi kebijakan publik sebesar 
0,123 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,114 > 0,05 sehingga 
variabel transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 
d. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,148 dengan 
signifikansi sebesar 0,002 < a = 0,05 maka secara simultan variabel 
pengetahuan anggaran anggota dewan, partisipasi masyarakat dan 
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transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap 
pengawasan keuangan daerah. 
Berdasarkan pada Tabel IV.14 menunjukkan bahwa secara parsial 
dinyatakan bahwa pengetahuan anggaran anggota dewan dan transparansi 
kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah, sedangkan partisipasi masyarakat berpengaruh secara 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 
3. Pembahasan 
a. Pengujian Hipotesis Pertama dan Pembahasannya 
Untuk menguji hipotesis ini yang menyatakan bahwa partisipasi 
masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara 
pengetahuan anggaran anggota dewan  dengan pengawasan keuangan 
daerah dilakukan dengan uji t dengan hasil pengolahan data 
sebagimana ada dalam tabel IV.13. 
Dari hasil uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t 
diketahui nilai t hitung variabel interaksi pengetahuan anggaran 
anggota dewan dengan partisipasi masyarakat (PDPM) sebesar 1,008 
dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,315 > α = 0,05 
sehingga variabel interaksi pengetahuan anggaran anggota dewan 
dengan partisipasi masyarakat (PDPM) menunjukkan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.  
Hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh pengetahuan 
anggaran anggota dewan terhadap penyusunan anggaran tidak 
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diperkuat dengan adanya partisipasi masyarakat sehingga keterlibatan 
masyarakat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan 
kebijakan umum APBD, kritik dan saran masyarakat dapat 
menentukan strategi dan prioritas APBD, partisipasi publik menjadi 
dasar dalam menyusun APBD, saran dan kritik dari masyarakat 
dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran serta jika terjadi 
perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan 
mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi tidak 
berdampak pada pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan 
terhadap pengawasan keuangan daerah artinya adanya partisipasi 
masyarakat tidak serta merta dapat meningkatkan pengetahuan 
anggaran anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan 
daerah. Dari pengujian di atas, hasil penelitian ini tidak mendukung 
terhadap hipotesis pertama yang menyatakan partisipasi masyarakat 
berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan 
anggaran anggota dewan  dengan pengawasan keuangan daerah. 
 Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Achmadi (2002) 
yang menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari 
pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek 
pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk 
pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Partisipasi 
masyarakat rendah dan terkesan tidak menyalurkan sesuai aspirasi 
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yang diharapkan justru dapat menimbulkan tidak efisien dalam 
pengawasan keuangan daerah. 
b. Pengujian Hipotesis Kedua dan Pembahasannya 
Untuk menguji hipotesis ini yang menyatakan bahwa tranparansi 
kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan 
antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan pengawasan 
keuangan daerah dilakukan dengan uji t dengan hasil pengolahan data 
sebagimana ada dalam tabel IV.13. 
Dari hasil uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t 
diketahui nilai t hitung variabel interaksi pengetahuan anggaran 
anggota dewan dengan transparansi kebijakan publik (PDTKP) 
sebesar -0,040 dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 
0,968 > α = 0,05 sehingga variabel interaksi pengetahuan anggaran 
anggota dewan dengan transparansi kebijakan publik (PDTKP) 
menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah.  
Hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh pengetahuan 
anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah tidak 
diperkuat dengan adanya transparansi kebijakan publik terutama 
adanya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat yang 
dapat meningkatkan transparansi, kemudahan masyarakat mengakses 
dokumen publik tentang anggaran, laporan pertanggung jawaban 
tahunan tepat waktu, kebijakan transparansi anggaran dapat 
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mengakomodasi dan meningkatkan pendapat usulan rakyat dan 
adanya sistem pemberian informasi kepada publik yang dapat 
meningkatkan kebijakan transparansi anggaran, artinya dengan adanya 
pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat, kemudahan 
masyarakat mengakses dokumen publik tentang anggaran dan laporan 
pertanggung jawaban tahunan tepat waktu tidak serta merta 
menyebabkan pengetahuan anggaran anggota dewan semakin baik 
khususnya dalam pengawasan keuangan daerah. Dari pengujian di 
atas, hasil penelitian ini tidak mendukung terhadap hipotesis kedua 
yang menyatakan tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif 
signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran anggota 
dewan dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak 
konsisten dengan penelitian Isma (2007) yang menunjukkan hasil 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan 
anggaran anggota dewan  dalam rangka keuangan daerah; partisipasi 





c. Uji Kecenderungan Model  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 
dan transparansi kebijakan publik memiliki kecenderungan lebih besar 
 60 
sebagai variabel moderating dibandingkan sebagai variabel 
independen. Hal ini ditunjukkan dari hasil regresi moderating pada 
tabel IV.13 yang memiliki nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,109 (10,9%) lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi 
masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel 
independen yang memiliki nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,102 ditunjukkan pada tabel IV.14 dalam mempengaruhi variabel 














 PENUTUP  
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada 
bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan 
keuangan daerah tidak dimoderasi oleh partisipasi masyarakat artinya 
adanya partisipasi masyarakat tidak serta merta dapat meningkatkan 
pengetahuan anggaran anggota dewan dalam melakukan pengawasan 
keuangan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh pengetahuan 
anggaran anggota dewan terhadap penyusunan anggaran tidak diperkuat 
dengan adanya partisipasi masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat 
dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum 
APBD, kritik dan saran masyarakat dapat menentukan strategi dan 
prioritas APBD, partisipasi publik menjadi dasar dalam menyusun APBD, 
saran dan kritik dari masyarakat dijadikan pertimbangan untuk merevisi 
anggaran serta jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya 
dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi tidak 
berdampak pada pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap 
pengawasan keuangan daerah artinya adanya partisipasi masyarakat tidak 
serta merta dapat meningkatkan pengetahuan anggaran anggota dewan 
dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Hal ini bisa terjadi, 
peneliti menduga bahwa anggota dewan umumnya merupakan anggota 
dewan baru sehingga pengetahuan dalam menyusun anggaran memiliki 
keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan 
49 
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keuangan daerah terutama mengenai pengetahuan mengenai aturan-aturan 
pelaksanaan pengawasan yang ideal. Merujuk dari Yudono (2002) bahwa 
DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan 
tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya 
secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang 
cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan 
publik dan pengawasan keuangan daerah.  
2. Hasil pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap 
pengawasan keuangan daerah tidak dimoderasi oleh transparansi 
kebijakan publik, artinya dengan adanya pengumuman kebijakan anggaran 
kepada masyarakat, kemudahan masyarakat mengakses dokumen publik 
tentang anggaran dan laporan pertanggung jawaban tahunan tepat waktu 
tidak serta merta menyebabkan pengetahuan anggaran anggota dewan 
semakin baik khususnya dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini bisa 
terjadi, peneliti menduga bahwa pengetahuan yang dibutuhkan dalam 
melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah 
pengetahuan tentang anggaran, karena dengan begitu diharapkan anggota 
dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Sopanah (2003), 
menyatakan bahwa kualitas anggota dewan yang dapat diukur dari 
pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan 
khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah, seperti 
diketahui saat ini jabatan sebagai anggota dewan masih diinginkan bagi 
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sekelompok orang tertentu untuk berbagai macam tujuan tanpa 
memikirkan kualitas yang dimilki para anggota dewan tersebut. Salah satu 
diantara tujuan tersebut adalah keinginan untuk meningkatkan derajatnya 
dimata masyarakat umum, serta untuk mencari kesenangan pribadi dalam 
mencari keuntungan semata. 
B. Implikasi 
Untuk meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran maka yang perlu 
dilakukan adalah:  
Perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat agar proses 
pengawasan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih baik. Partisipasi 
masyarakat yang lebih baik maka proses pengawasan yang dilakukan oleh 
anggota dewan akan lebih terjamin bahwa anggota dewan bekerja sesuai 
tugas dan tanggungjawabnya, selain itu yang perlu mendapat peningkatan 
atau perbaikan adalah transparansi kebijakan publik karena kebijakan yang 
lebih transparan akan mampu mengurangi kemungkinan anggota dewan 
untuk berbuat tidak benar sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. 
C. Keterbatasan Penelitian 
1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Karesidenan Surakarta 
periode 2009 -2014 yang didominasi oleh parpol tertentu sehingga tidak 
dapat digeneralisasikan lebih luas.  
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2. Model penelitian ini hanya menggunakan partisipasi masyarakat dan 
transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi terhadap 
pengawasan keuangan daerah. 
D. Saran 
Bagi para peneliti lain yang berminat mengkaji ulang penelitian ini 
sebaiknya dapat melakukannya di beberapa daerah/kota sehingga diperoleh 
responden atau sampel yang lebih banyak, sehingga generalisasi hasil 
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